
 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI TABALONG 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG 

 

NOMOR  11  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  

NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TABALONG, 

  
Menimbang : a. bahwa tarif Pajak Hiburan sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 

2011, tidak sesuai dengan keadaan dan untuk optimalisasi 
pelaksanaannya, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang 
Pajak Hiburan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;   

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Nerara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

4.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 

   6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145);  

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5179);  

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong 
Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 

II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Tabalong Nomor 9 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 01); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 

02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 
01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
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Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 

Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 
Tahun 2017 Nomor 02); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabalong Tahun 2011 Nomor 18); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 
02); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG 
dan 

BUPATI TABALONG 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 18 

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN. 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 18) 
diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah satu ayat yaitu ayat (3), sehingga 
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 
 

 

Pasal 3 
 

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan 

hiburan dengan dipungut bayaran. 
 

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. tontonan film; 
b. pagelaran/pentas kesenian, musik, tari, dan/atau 

busana; 
c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
d. pameran; 

e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 
f. sirkus, akrobat, dan sulap; 

g. permainan bilyar dan boling; 
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h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan 
ketangkasan; 

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat 
kebugaran (fitness center); dan 

j. pertandingan olahraga. 

 
(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah : 

a. program kerja pemerintah dalam pengembangan seni 
budaya tradisional; 

b. program kerja pemerintah dalam pengembangan 
pendidikan dan ilmu pengetahuan; 

c. program kerja pemerintah dalam mengekspos hasil 

kerja daerah/pameran pembangunan daerah; 
d. suguhan resmi pada acara pemerintahan; 
e. perlindungan bagi penyandang cacat/tempat pijat/ 

urut para tunanetra  atau perorangan tradisional skala 
kecil dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran 

di daerah; 
f. hiburan dalam rangka peringatan hari besar 

keagamaan yang bersifat umum terkecuali dipungut 

bayaran. 
 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 6 
 

(1) Tarif pajak untuk tontonan film di bioskop ditetapkan 

sebesar 10 % (sepuluh persen). 

(2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian non tradisional, 

musik, tari dan/atau busana sebesar 10 % (sepuluh 
persen). 

(3) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian tradisional yang 

dikomersilkan sebesar 10 % (sepuluh persen). 

(4) Tarif pajak untuk kontes kecantikan, binaraga dan 

sejenisnya sebesar 50 % (lima puluh persen). 

(5) Tarif pajak untuk pameran sebesar 10 % (sepuluh 
persen). 

 

(6) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klub malam, dan 

sejenisnya sebesar  60 % (enam puluh persen). 

(7) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10 % 

(sepuluh persen). 

(8) Tarif pajak untuk permainan bilyar dan bowling sebesar 
35 % (tiga puluh lima persen). 

(9) Tarif pajak untuk pacuan kuda dan kendaraan bermotor 
sebesar 20 % (dua puluh persen). 
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(10) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10 % 
(sepuluh persen). 

(11) Tarif pajak untuk mandi uap/spa sebesar 50 % (lima 
puluh persen).  

(12) Tarif pajak untuk panti pijat dan refleksi sebesar 10 % 

(sepuluh persen). 

(13) Tarif pajak untuk pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 
10 % (sepuluh persen). 

(14) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga sebesar 10 % 
(sepuluh persen). 

 
 

 Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Tabalong. 
 

 

Ditetapkan di Tanjung 
pada tanggal 26 Desember 2018 

 
BUPATI TABALONG, 

 

         ttd 
 
      ANANG SYAKHFIANI 

 
 

Diundangkan di Tanjung 
pada tanggal  26 Desember 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, 
 

 ttd 
 
ABDUL MUTHALIB SANGADJI 

 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 11 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN 
SELATAN : (129/2018) 
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